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ABSTRAK

Jual beli tanpa keterangan harga memiliki dampak kerugian pada
konsumen dimana ketika konsumen hendak membayar ternyata jumlah harga
yang harus dibayarkan di luar perkiraan konsumen atau berbeda dengan
standar pada umumnya, yang menimbulkan kerugian dan ketidakrelaan dalam
melakukan transaksi tersebut. Padahal dalam Islam syarat utama dalam jual
beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Salah satunya pada Wedangan
“Belokan” belum adanya keterangan harga pada produk yang
diperjualbelikan. Hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen terdapat
aturan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field
research atau penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data yang akurat
sebagai bahan analisa dengan metode analisa kualitatif yang bersifat
deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer hasil
dari observasi, dan wawancara kepada pemilik usaha serta konsumen. Data
sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,
dan artikel.

Hasil dari penelitian, bahwa pelaksanaan kegiatan jual beli di Wedangan
“Belokan” dengan sistem mengambil atau memesan, kemudian makan dan
bayar di akhir. Jual beli tanpa keterangan harga belum sesuai dengan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban sebagai pelaku
usaha. Lalu dalam Pasal 4 tentang hak konsumen dimana itu semua belum
terpenuhi. Secara akad jual beli dengan sistem Bai‘ AI-Mu ‘atah berpotensi
mengandung unsur garar, ikrah, yang memunculkan ketidakrelaan. Dalam
Q.S. An-Nisa: 29 pada dasarnya jual beli boleh dilakukan selagi didasari rasa
suka sama suka atau sama-sama rela, walaupun kegiatan ini sudah menjadi
kebiasaan atau ‘urf namun ‘urf di sini masuk kedalam kelompok ‘urf fasid.

Kata Kunci: Jual Beli, Keterangan Harga



ABSTRACT

Buying and selling without price information has a detrimental impact
on consumers where when consumers want to pay, it turns out that the
amount of the price to be paid is beyond the consumer's estimate or is
different from the general standard, which causes losses and unwillingness to
carry out the transaction. Whereas in Islam the main requirement in buying
and selling is the willingness of both parties. One of them is in Wedangan
“Belokan”, there is no price information on the products being traded. The
rights and obligations of business actors and consumers are regulated in Law
No. 8 of 1999

The type of research used in this study is field research. To obtain
accurate data as analysis material with a descriptive qualitative design. The
data sources in this study are primary data sources from observations, and
interviews with business owners and consumers. Secondary data obtained
from laws and regulations, books, journals, and articles.

The results of the study, that the implementation of buying and selling
activities in Wedangan “Belokan’ with a system of taking or ordering, then
eating and paying at the end. Buying and selling without price information is
not in accordance with Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning
obligations as business actors. Then in Article 4 concerning consumer rights
where all of that has not been fulfilled. In terms of buying and selling
contracts with the Bai* AI-Mu ‘atah system, it has the potential t0 contain
elements of garar, ikrah, which give rise to unwillingness. In Q.S. An-Nisa: 29
basically buying and selling is permissible as long as it is based on mutual
consent or mutual willingness, although this activity has become a habit or
‘urf but ‘urf here is included in the group of ‘urf fasid.

Keywords: Buying and Selling, Price Information
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PEDOMAN TRANSLITERAI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan perubahan huruf atau tulisan dari satu bahasa ke
dalam tulisan bahasa lain. Dalam penelitian skripsi ini transliterasi yang dimaksud
adalah pengalihan huruf dan tulisan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin.
Penulisan transliterasi dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan
Nomor: 0543 b/U/1987. Adapun secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba“ B Be
& Ta T Te
& Sa‘ $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha* h ha (dengan titik di
bawah)
z Kha‘ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra‘ R Er
J Zai Z Zet




o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
ua Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad d de (dengan titik di
bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L 78 4 zet (dengan titik di
bawah)
& _Ain F koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
- Fa‘ F Ef
3 Qaf Q Ki
&l Kaf K Ka
J Lam Il El
a Mim M Em
U Nun N En
g Waw W We
o Ha“ H Ha
e Hamzah ‘ Apostrof
s Ya‘ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Ditulis Muata ‘addidah

[+ F3=)

ic Ditulis 'iddah




C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

)

Ditulis

hikmah

&
S
—

Ditulis

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h

BRENEEIR

Ditulis

Karamah al-Auliya’

Bila ta’ marbiifah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

L) iLS.J Ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek

1. ———— i emem—— . .
Fathah Ditulis A

2. ———— i em——— . A
Kasrah Ditulis |

3. ———— i em——— . B
Dammah Ditulis U

Xi




E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis a
1
Ohasnin Ditulis Istihsan
Fathah + ya’ mati Ditulis a
2
] Ditulis Unsa
Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
3
@\)Ld\ Ditulis al- ‘Alwani
Dammah + wawu mati Ditulis a
4
asle Ditulis Uliim

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis ai
1
ah e Ditulis Gairihim
2 | Fathah + wawu mati Ditulis au
Js& Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof
aill Ditulis a’antum
< el Ditulis u’iddat
A3 SE Al Ditulis la’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf Qamariyyah

ol LA

Ditulis

Al-Qur’an

bl

Ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

Al ) Ditulis ar-Risalah
o Luail) Ditulis an-Nisa’
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
@Il Jal Ditulis Ahl ar-Rayi
Ll Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, zakat, shalat,

lafaz dan sebagainya.
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah di Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh
Jinayah, dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah berasal dari kata ‘@mala yu‘amilu yang artinya bertindak, saling
berbuat, dan saling mengamalkan, Muamalah secara etimologi dan makna yang
sama dengan kata al-mufa ‘alah (saling berbuat).! Kata ini mengacu pada aktivitas
seseorang dengan orang lain atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan
individu mereka. Fikih muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang wajib
ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitanya dengan
cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.? Muamalah bisa bermacam-
macam bentuknya, antara lain jual beli, sewa guna usaha, pinjam meminjam,
menggadaikan, membayar upah, mengalihkan utang, melakukan kerjasama
ekonomi dengan dua pihak atau lebih (syirkah), dan sebagainya.Jenis transaksi
muamalah yang paling sering dilakukan adalah jual beli, yang juga termasuk jenis

lainnya.

Jual beli (bai) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap
benda dengan akad saling mengganti.® Jual beli dapat diartikan juga sebagai suatu

persetujuan antara pihak satu mengikatkan diri dengan menyerahkan suatu benda

!Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group,
2012) him. 3.

2 Qamarul Huda, Figh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 4.

% Juanda, Figih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar’i
(Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), him. 75.



kepada pihak lain dan dibayarkan sesuai harga yang disepakati, atau bisa juga
dikatakan bahwa jual beli terjadi antara dua orang atau lebih yang sedang
menjalani transaksi dengan dasar dan syarat rukun yang sudah ada. Jual Beli
disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijmak. Dilihat dari aspek hukum
jual beli hukumnya mubah (boleh) kecuali jual beli yang bertentangan oleh
syarak®, yakni jual beli yang terdapat unsur garar, riba, pemaksaan, penipuan
dan lain sebagainya, atau tergantung pada cara pelaksanaannya atau sifat barang
yang dipertukarkan. Dalam hal ini, praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen
agar tidak terjadi saling merugikan antara para pihak untuk mendatangkan
kemaslahatan, dan menghindari kemudaratan.

Tujuan dari muamalah sendiri adalah agar terciptanya hubungan
harmonis antar sesama manusia yang nantinya terwujudlah ketentraman serta
ketenangan di antara mereka. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial
dimana mereka membutuhkan satu sama lain, dalam hubungan tersebutlah kita
dapat memenuhi kebutuhan. Aktivitas jual beli atau muamalah merupakan
hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) yang
terlibat dimana keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Keuntungan dari
transaksi pelanggan merupakan kepentingan pelaku usaha atau hal yang ingin
dicapai oleh para pelaku usaha. Sementara itu, kepuasan pelanggan terhadap harga

dan kualitas produk yang diberikan pelaku usaha adalah kepentingan dari

* Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), him. 117.



konsumen.® Sehingga jika dalam praktiknya tidak terdapat peraturan maka sangat
banyak peluang yang menjadikan konsumen sebagai sasaran objek eksploitasi
pelaku usaha yang mana secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih
kuat. Hal ini disebabkan baik oleh ketidaktahuan konsumen dalam melakukan jual

beli maupun tindakan para pelaku usaha.

Label harga atau keterangan harga merupakan sarana untuk memberikan
informasi yang disampaikan pelaku usaha kepada konsumen terhadap suatu
produk. Semakin lengkap informasi dalam label akan semakin bagus bagi
konsumen dalam memutuskan jadi atau tidaknya untuk membeli, sehingga
sebagai konsumen hendaknya mendapatkan informasi yang cukup dari pelaku
usaha terkait makanan atau barang yang diperdagangkan agar konsumen dengan
tepat menentukan pilihan yang aman baginya sebelum melakukan transaksi.®
Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, menurut
Adiwarman Karim, vyaitu (a) kuantitas, (b) kualitas, (c) harga, dan (d) waktu
penyerahan.” Mengenai harga, harus jelas bahwa harga nominalnya agar ketika
pembeli tidak merasa dirugikan atau kecewa sehingga tidak tercapai unsur
kerelaan ketika melakukan pembayaran. Kemudian juga ditekankan bahwa

kualitas barang harus diketahui. Sama dengan bagaimana harga harus diketahui

® Alvina Damayanti dan Ayu Anira, “Jual Beli tanpa Label Harga dalam Perspektif
Undang-undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal At-Tabayyun, Vol. 4, No. 1, (2021), him. 2.

® Aulia Rahman Hakim, “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan dan
Minuman tanpa Label”, Jurnal Yustitiabelen, Vol. 6 No.2 (2020). him. 105.

" Veithzal, Rivai, Rinaldi, Andria, dkk, Islamic Financial Management Teori, Konsep,
dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa,
Jilid 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him. 319.



dengan pasti untuk menghindari kemungkinan ketidaksepakatan yang disebabkan

oleh ketidaktahuan penetapan harga.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi serta pada jual beli,
terdapat tempat wedangan atau juga biasa kita sebut yaitu angkringan modern,
salah satunya terdapat di Kota Surakarta tepatnya di Kecamatan Laweyan yaitu
Wedangan “Belokan”. Usaha Angkringan merupakan suatu usaha kuliner yang
melayani pelanggannya dengan menawarkan makanan prasmanan dengan harga
murah. Konsep jual beli di angkringan sudah menjadi rahasia umum di kalangan
masyarakat, dimana konsumen mengambil makanan terlebih dahulu dan
kemudian bayar belakangan. Jual beli ini dalam Islam biasa disebut sebagai jual
beli mu‘atah atau bai‘ al-mu‘arah. Bai‘ al-mu‘aaah adalah sebuah akad atau
transaksi yang terkadang dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau ucapan
melainkan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakad.
Dapat dikatakan juga akad yang dilakukan oleh dua orang dengan perbuatan

langsung tanpa adanya ijab dan kabul. 8

Dalam bai‘ mu‘atah, pembeli dan penjual bebas memilih barang yang
diinginkan berdasarkan kemampuan keuangan pembeli, tidak ada tawar menawar
harga seperti pada jual beli biasa. Oleh karena itu pelaku usaha sudah seharusnya
memberikan informasi yang lengkap terhadap barang yang dijualbelikan, seperti
keterangan harga atau label harga pada setiap produk atau menu yang di jual.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 terdapat 9 hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh

8 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), him 137.



pelaku usaha seperti pada Pasal 4 huruf (¢) Undang- Undang tersebut disebutkan
bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha wajib
menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan transparan, bukan hanya
kelebihan dan kekurangan barang yang ditawarkannya. Termasuk transparan
mengenai kejelasan dan kebenaran harga barang yang mereka perdagangkan.
Mengenai permasalahan tidak dicantumkannya label harga pada produk yang
diperdagangkan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan

kerugian, baik dari pihak produsen maupun konsumen.

Contoh salah satu angkringan modern yang terdapat di Kota Surakarta
tepatnya di Kecamatan Laweyan vyaitu Wedangan “Belokan” belum
mencantumkan harga di setiap produk yang diperdagangkan sedangkan tidak
semua konsumen mempunyai keberanian hanya sekedar untuk menanyakan harga
pada setiap makanan yang ingin diambil. Dengan tidak mencantum keterangan
harga pada makanan yang mereka jual dapat menimbulkan hak pada konsumen
yang tidak terpenuhi. Pada peristiwa jual beli ini pembeli dapat merasa dirugikan,
kecewa dan tidak rela pada saat melakukan pembayaran Dalam islam sendiri jual
beli yang sah apabila terjadi kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya
penulis tertarik untuk melakukan meneliti mengenai bagaimana perspektif bai ‘ al-
mu‘atah dan UU NO 8 Thn 1999 dalam hal mengenai jual beli tanpa

mencantumkan keterangan harga ini.



B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis menentukan

rumusan masalah sebagai berikut :

1.

Bagaimanakah praktik penjualan makanan tanpa keterangan harga di
Wedangan “Belokan” Kota Surakarta?

Bagaimanakah pendapat penjual dan konsumen terhadap praktik jual beli
tanpa keterangan harga yang ada pada Wedangan “Belokan” di Surakarta?
Bagaimanakah perspektif konsep Bai‘ Al-Mu‘atah dan UU No 8 Thn 1999
tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli tanpa keterangan

harga yang ada Wedangan “Belokan” di Surakarta?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini

terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni:

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanpa keterangan harga
yang ada pada Wedangan “Belokan” Kota Surakarta.

b. Untuk mengetahui pendapat para konsumen terkait jual beli tanpa
keterangan yang ada pada Wedangan “Belokan” Kota Surakarta.

c. Untuk mengetahui pandangan dari konsep Bai‘ A/I-Mu‘atah dan Hukum
Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli tanpa keterangan
harga sesuai dengan UU No 8 Thn 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.



2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang
akan dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau

manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum
islam terhadap praktik jual beli tanpa keterangan harga serta dapat
dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
muamalah tentang jual beli.

b. Secara Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli

tanpa keterangan harga yang telah di praktikkan bagi masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai Rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan, penyusun
melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian terdahulu yang memiliki
relevansi topik dan tema yang akan dilakukan, maka dari itu penulis memiliki
kajian yang membahas jual beli tanpa keterangan harga sebagai berikut :

Jurnal artikel yang berjudul “Jual Beli Makanan tanpa Pencantuman Harga
Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Studi Kasus PKL Wilayah UNISBA” yang ditulis oleh Anugrah Wahyuningrum,
Ramdan Fawzi, Eva Misfah Bayun. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa
praktik jual beli makanan di PKL wilayah UNISBA yang tidak mencantumkan

harga pada makanannya menurut etika bisnis Islam dimana tidak sempurna akad



jual belinya karena belum memenuhi prinsip transparansi informasi namun
diperbolehkan, Lalu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli ini
disandarkan pada pasal 78 yang mana intinya jual beli ini dilakukan atas dasar
adat setempat biasa berlaku.’

Jurnal yang berjudul “Warung Makan Tanpa Label Harga dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”, yang ditulis oleh
Nurviranti Dewi Idris, H. Akhmad Haries, dan Muzayyin Ahyar. Dalam penelitian
tersebut terdapat 6 dari 11 Pemilik Warung makan di kelurahan sungai keledang
yang tidak mencantumkan label harga. Tidak mencantumkan harga ialah sudah
sejak awal mereka tidak mencantumkan label harga, serta faktor-faktor lainnya
yaitu ketidakstabilan bahan baku masakan serta menu yang tidak banyak karena
dari pemilik warung sendiri bisa mengingat. Pada praktik jual beli ini belum
sesuai dengan UU No 8 Thn 1999 dimana pada pasal 4 huruf (c) konsumen
berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.'

Penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan

Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo JI. Bima Sakti

¥ Anugrah Wahyuningrum, Ramdan Fawzi, Eva Misfah Bayun, “Jual Beli Makanan tanpa
Pencantuman Harga Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Studi Kasus PKL Wilayah Unisba”, Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume
5, No. 1, (2019).

19 Nurviranti Dewi Idris, Akhmad Haries, dan Muzayyin Ahyar “Warung Makan Tanpa
Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”, Qonun: Jurnal Hukum Islam dan
Perundang-Undangan Vol. 6, No. 1, (2022).



Yogyakarta” yang ditulis Ely Nur Jaliyah. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan itu menggunakan
metode penetapan harga berbasis harga, dimana konsep penetapan harga
disamakan dalam hal pengambilan porsi makanan besar atau kecil ini merupakan
strategi berdagang dimana dengan ini dapat menarik perhatian para konsumen,
selama penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka hal tersebut
diperbolehkan.**

Penelitian dengan judul “Jual Beli Produk tanpa Label Harga Ditinjau
Menurut Perspektif Bai‘ Al-Mu‘atah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kopelma
Darussalam Kota Banda Aceh)“ yang ditulis oleh Amna Mariyah. Dalam
penelitian tersebut bahwasanya tidak adanya pencantuman label harga pada salah
satu swalayan di kota banda aceh dimana hal tersebut merugikan para konsumen
karena konsumen merasa salah satu haknya yaitu mendapat informasi transparansi
harga yang jelas tidak terpenuhi, serta menurut perspektif bai * al-mu ‘atah itu juga
tidak termasuk syarat sah jual beli begitu juga menurut UU perlindungan
konsumen karan dianggap melanggar pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tersebut mengharuskan bagi pelaku usaha untuk dapat memberikan informasi

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.*?

1 Ely Nur Jaliyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli
di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo JI. Bima Sakti Yogyakarta”, skripsi strata satu
Universitas Negeri Sunan Kalijaga (2010).

12 Amna Mariyah, “Jual Beli Produk tanpa Label Harga Ditinjau menurut Perspektif
Bai’Mu’Atah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada
Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)* skripsi strata satu Universitas Islam
NegeriAr-Raniry Darussalam BAnda Aceh (2019).
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Jurnal artikel yang berjudul “Praktik Jual Beli tanpa Pencantuman Harga
Makanan menurut Fikih Muamalah dan ‘Urf” yang ditulis oleh Husnul Khatimah.
Dalam penelitiannya praktik jual beli ini tergolong pada jual beli yang tidak
menerapkan adanya transparansi antara penjual dan pembeli. dimana
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akadnya dalam praktik jual beli tanpa
pencantuman harga makanan ini menurut fikih muamalah sebagian besar telah
memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun terdapat kecacatan pada akad jual
beli yang dilakukan bahwa adanya ketidakjelasan antara penjual kepada pembeli
dengan tidak mencantumkan harga pada menu makanan yang dijual sehingga
harga yang disebutkan oleh penjual di luar dari pemikiran pembeli, Kemudian jika
ditinjau dengan 'urf maka praktik jual beli ini masih bisa diberlakukan di
masyarakat.*®

Penelitian yang berjudul “Model Pelabelan Harga di Alfamidi dalam
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Alfamidi JI. Dr. Ratulangi Kota
Palopo)” yang ditulis oleh Fitri Yuniarti. Dalam penelitiannya penggunaan label
harga sudah ada yang sesuai namun terdapat kelalaian karyawan dimana
karyawan kurangnya melakukan pengecekan harga menjadikan karyawan alfamidi
lupa menganti harga yang lama dengan yang baru. Penetapan harga pada hukum

ekonomi syariah harus memenuhi unsur keadilan termasuk harga yang adil yang

3 Husnul Khatimah, “Praktik Jual Beli tanpa Pencantuman Harga Makanan menurut Figh
Muamalah dan ‘Urf”, Al-Hakim Jurnal limiah Mahasiswa Volume 2 No. 1, Mei (2020).
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mana harga tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak dan tidak
menimbulkan keuntungan salah satu pihak.**

Penelitian yang berjudul, “Konsep Bai‘ AIl-Mu‘atah (Studi Pemikiran
Imam Syafi‘i dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan
Vending Machine)” yang ditulis oleh Wijaya Kusuma Eka Putra. Dalam
penelitiannya bagaimana studi pemikiran imam syafi‘i dan relevansinya tentang
konsep Bai‘ Al-Mu‘atah pada vending machine, jual beli al-mu‘Gtah tidak
diperkenankan, tidak sah karena persyaratan ijab kabul secara verbal
berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli al-mu ‘Gtah. Kedua belah pihak
menyepakati harga dan barang yang diperjualbelikan, dan saling menyerahkan
tanpa ijab dan kabul. dimana teknologi merasuk ke dalam ruang lingkup gerak
manusia, relevansi dari pemikiran Imam Syafi’i perlu dipertimbangkan lagi.
Karna transaksi vending machine adalah gejala sosial yang telah menjadi
kebiasaan dimana hal tersebut tentunya hanya berlaku bagi benda-benda kecil.
Jika relevansi pemikiran Imam Syafi’i ditinjau dari segi humanisme, maka beliau
ingin tetap memanusiakan manusia.*®

Jurnal yang berjudul, “Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan
(Bai‘ Al-Mu ‘atah) Pada Supermarket Menurut Perspektif ‘Urf” yang ditulis oleh
Rizy Rosa Nur Fadilla. Dalam penelitiannya praktik jual beli pada supermarket ini

menggunakan sistem bai‘ al-mu ‘atah dimana pada praktiknya transaksi jual beli

Y Fitri Yuniarti, “Model Pelabelan Harga di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah (Studi pada Alfamidi JI. Dr. Ratulangi Kota Palopo)” skripsi strata satu IAIN Palopo
(2021).

> Wijaya Kusuma Eka Putra, “Konsep Bai‘ Al-Mu dtah (Studi Pemikiran Imam Syafi‘i
dan Relevansinya terhadap Transaksi Jual Beli Minuman dengan Vending Machine)” skripsi strata
satu UIN Sunan Kalijaga (2013).
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dilakukan dengan mengambil barang lalu membayarnya kepada kasir tanpa
mengucapkan ijab kabul menurut penelitiannya jual beli di supermarket
menggunakan perbuatan (bai‘ al-mu ‘atah) menurut perspektif ‘urf diperbolehkan
karena merupakan kebiasaan (‘urf ) masyarakat dalam melakukan transaksi jual
beli.*®

Penelitian dengan judul “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-
UNdang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Angkringan
Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)” yang ditulis oleh Merdikaning
Anastiti, Dalam penelitiannya jual beli pada angkringan tersebut tidak
mencantumkan label harga dalam melakukan usaha dagangannya, secara hukum
islam jual beli tersebut mengandung jahalah (ketidakjelasan), kemudian
terjadinya ikrah (paksaan) karena sudah makan, dan hal tersebut mengakibatkan
dharar (kerugian) yang tidak mengetahui informasi harga, sehingga jual belinya di
katakan khiyar aib.*’

Jurnal dengan judul, “Analisis Hukum Islam terhadap Ketiadaan
Pencantuman Harga pada Daftar Menu di Rumah Makan Ampera Pusat JI.
Soekarno-Hatta No. 394 Kota Bandung”, yang ditulis oleh Shifa Dwiyanti, M.

Roji Iskandar, Titin Suprihatin, Dalam penelitiannya pelaksanaannya,. Analisis

18 Rizky Rosa Nur Fadilla, “Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Bai‘ Al-
Mu’atah) Pada Supermarket Menurut Prespektif “Urf”, Jurnal: Justisia Ekonomia, Vol 5, No 1,
2021.

Y7 Merdikaning Anastiti, Jual Beli Tanpa Label Harga Prespektif Undang-UNdang

Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten,
Kab. Karanganyar)”’skripsi strata satu UIN Raden Masaid (2023).
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hukum Islam jual beli makanan di Rumah Makan Ampera di kategorikan jual beli
dengan yang diperbolehkan sebagaimana menurut Hadits riwayat Ibnu Hibban
dan lbnu Majah. Menurut penulis kegiatan ini sah untuk dilakukan selama tidak
ada pihak yang merasa dirugikan dan syarat-syarat yang ada di dalamnya
termasuk kepada syarat ‘urf (adat kebiasaan).'®

Berangkat dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa adanya
persamaan dimana terhadap topik pembahasannya yaitu jual beli tanpa
mencantumkan keterangan harga atau label harga. Perbedaanya dengan penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yakni objek penelitiannya
serta bagaimana sikap konsumen tentang permasalahan ini sebagaimana terdapat

dalam UU Perlindungan Konsumen itu sendiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Jual Beli (Bai Al-Mu‘atah)

Dalam Bahasa Arab Jual Beli disebut dengan al-hai‘ yang berarti menjual,
mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam etimologi fikih
al-bai‘ terkadang dipakai untuk pengertian kebalikannya, yaitu lafal al-syira"
yang berarti membeli."® Maka dari itu, kata al-bai‘ mengandung arti menjual

sekaligus membeli atau jual beli.

18 Shifa Dwiyanti, dkk, “Analisis Hukum Islam terhadap Ketiadaan Pencantuman Harga
pada Daftar Menu di Rumah Makan Ampera Pusat Jl. Soekarno-Hatta No. 394 Kota Bandung”

Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 2, No.2, 2016.

19 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), him. 101.
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Secara istilah, yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama
Malikiyah), jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk
pemindahan milik dan kepemilikan. Bai * al-mu ‘atah merupakan suatu praktik jual
beli tanpa adanya ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Menurut Rachmat
Syafei bai * al-mu ‘atah adalah jual beli dengan tidak menggunakan ijab dan kabul,
namun telah disepakati oleh pihak yang melakukan akad serta berkenaan dengan
barang maupun harganya.”® Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bai‘ ai-
mu ‘atah merupakan kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak yaitu penjual
dan pembeli yang melakukan transaksi tanpa adanya ijab dan kabul (sigah).
Dalam jual beli mu ‘arah, bentuk akad didasarkan pada kerelaan atau suka sama
suka.

Bai* Al-Mu‘atah  sendiri didasarkan pada firman Allah Swt yang

diantaranya yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa (5) : 29%
5 a3 ()55 o W) Jlaally o oS gl 1S Y 1 gial () Ly
Lass ) o (Sl () oSl |l Y 5* oS0 gl 53 e
Jual beli dengan cara mu’arah sendiri menurut ulama Syafi’iyyah
hukumnya tidak sah, karena tidak adanya ijab dan kabul (sigak) dalam jual beli.

Namun, sebagian ulama Syafi’iyah dan jumhur ulama membolehkan jual beli ini

yang didasari pada kebiasaan masyarakat setempat. Hukum jual beli sendiri

20 Rachmat Syafei, Figh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum, (Bandung:
Pustaka Setia, 2001), him. 95.

1 Q.S. An-" Nisa (5): 29
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adalah boleh berdasarkan syariah. Hal yang sama juga ditegaskan dalam hadis
Rasulullah saw riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa jual beli
sesungguhnya harus atas dasar suka sama suka. Sehingga jual beli tanpa

didasarkan atas suka sama suka dan keridaan maka hukumnya tidak sah.
2.  ‘Urf

Secara etimologi kata ‘urf berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima
olen akal sehat. ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan
kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten
di tengah masyarakat. ‘Urf" juga disebut dengan apa yang sudah terkenal maka
dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf
perbuatan.?

Banyak ulama’ fikih mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan
banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam
membangun nilai-nilai budaya. Disamping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak
menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka
kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori ‘urf.?® Dari segi keabsahannya dari
pandangan syara‘ ‘urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan

kebiasaan yang dianggap rusak.

22 Abu Zahro, Ushul Figh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), him. 416.

2 Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat”, Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan
Pemikiran Dan Kebudayaan, Volume 9, No. 2, 2015.
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a. Kebiasaan yang dianggap sah (al- ‘urf al-sahih )
Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-
tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis)
tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa
madharat kepada mereka.

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (al- ‘urf fasid)
Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan
dengan dalil-dalil syara‘ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam

syara‘.24

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang
mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya
upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan
konsumen. %

Saat ini kurangnya perlindungan konsumen menimbulkan permasalahan
dalam pembelian barang ataupun jasa. Terlihat bahwa di masa kini, para pelaku
usaha lebih  mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan
konsumen. Konsumen dirugikan karena mereka memiliki sedikit pengaruh ketika

berhadapan dengan pelaku bisnis.

? Musa Aripin, “Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam”, AL-MAQASID: Jurnal
Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. Il, No. 1, 2016, him. 207.

% Alvina Damayanti dan Ayu Anira, “Jual Beli Tanpa Label Harga Prespektif Undangan-
Undang Perlindungan Konsumen”, At-Tabayyun, Vol. 4, No. 1, 2021. him.10.
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Agar dapat memperoleh Kkepercayaan terhadap produk dan jasa yang

diperoleh pelaku usaha tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak,

masyarakat tentunya memerlukan keamanan dalam praktik jual beli dalam sehari-

hari.dengan adanya Undang- undang perlindungan konsumen diharapkan dapat

memberikan perlindungan yang kuat kepada masyarakat dalam mengatur hak-hak

konsumen, khususnya bagi konsumen

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian field research, yakni jenis penelitian
lapangan, penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan
penelitian yang dilakukan terhadap apa yang terjadi sebenarnya pada kondisi
di tempat untuk mencari data dari penjual wedangan “belokan” di Surakarta
yang akan dibutuhkan. Serta peneliti juga akan mencari data dari para
konsumen yang pernah melakukan transaksi di lapangan.

Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif
analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menguraikan
permasalahan secara sistematis tekait praktik jual beli tanpa keterangan harga
yang kemudian dianalisis dengan teori- bai‘ al-mu‘atah dan Hukum

Perlindungan Konsumen.
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3. Teknik Pengumpulan Data

a.

Data Primer

Data primer merupakan data dari hasil observasi penelitian lapangan
diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan di
wedangan yang belum mencantumkan harga, yakni wawancara dari
penjual dan pembeli makanan di wedangan “belokan” di Surakarta.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian diperoleh melalui media
perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan. Maka
peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke
perpustakaan pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku yang
berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini
dokumen buku-buku yang berhubungan dengan jual beli (muamalah) baik
fikih, ushul figih, tafsir dan hadist, buku-buku hukum, hasil penelitian

disertasi atau tesis, jurnal ilmiah internasional maupun nasional.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis - normatif yang dilakukan

dengan menelaah semua teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian

berdasarkan teori bai * mu ‘atah dan hukum perlindungan konsumen.
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5. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, kemudian
data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Induktif yaitu penjelasan
mengenai pelaksanaan jual beli sehingga kemudian disimpulkan dengan
ketentuan jual beli menurut bai‘ al-mu‘atah dan hukum perlindungan

konsumen.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu
latar belakang yang menjelaskan timbulnya suatu masalah, rumusan masalah
menegaskan pokok permasalahan yang ada dalam latar belakang masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian yang menyatakan manfaat adanya penelitian ini, telaah
pustaka sebagai referensi untuk tema penelitian yang dilakukan, kerangka
teoritik sebagai kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan
permasalahan, metode penelitian menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam
mendapatkan data dan sistematika pembahasan sebagai gambaran kerangka
pembahasan antara bab saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain.

Bab kedua, berisi gambaran umum mengenai jual beli, Bai’ Al-Mu ‘atah,
serta landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan,
yaitu teori jual beli.

BAB Ketiga, berisi deskripsi tentang objek penelitian yang meliputi
gambaran umum dari Wedangan “Belokan” di Surakarta, praktik jual beli di
wedangan tersebut yang selanjutnya dikaitkan dengan asas muamalah dan

hukum perlindungan konsumen.
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BAB Keempat, berisi analisis penulis terhadap masalah penelitian, berupa
analisa perspektif bai‘ mu‘atah dan hukum perlindungan konsumen pada jual
beli tanpa keterangan harga yang dikaitkan dengan UU No 8 Thn 1999.

BAB Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil analisis di bab
keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-yang berkaitan

dengan tema penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas maka dapat

disimpulkan sebagai berikut
1. Pelaksanaan Jual Beli

Mekanisme pelaksanaan jual beli makanan pada wedangan
“belokan” yaitu dengan “mengambil dan/atau pesan di awal setelah itu
makan dan bayar di akhir”. Dengan tidak dicantumkannya keterangan
harga pada produk di Wedangan menyebabkan beberapa konsumen
merasa kecewa atau tidak rela setelah melakukan praktik jual beli,
dimana mau tidak mau konsumen harus membayar apa yang sudah di
konsumsi. Dimana harga makanan tidak seperti yang diperkirakan atau
berbeda dengan standar wedangan atau angkringan pada umumnya.
Alasan pemilik wedangan tidak mencantumkan keterangan harga
dilihat dari bidang usahanya umumnya wedangan memang tidak

mencantumkan keterangan harga.

2. Pendapat Pembeli dan Penjual terhadap Jual Beli tanpa Keterangan

Harga di Wedangan “Belokan”

Menurut penjual penjualannya tidak ada informasi harga, karena
telah mengikuti penjualan angkringan pada umumnya yang tidak

memberikan harga. Serta tidak semua pedagang menggunakan

76
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keterangan harga tergantung bidang usaha yang didagangkannya,
pembeli dapat yang mempertanyakan harga terlebih dahulu sebelum

mengambil dan/atau membeli.

Menurut konsumen dengan tidak adanya keterangan harga dapat
menyebabkan kerugian karena kadang harga yang disebutkan penjual
tidak sesuai dengan perkiraan mereka yang mana mereka harus tetap
membayar karena dengan sistem bayar di akhir setelah makan
membuat mereka harus tetap membayar makanan yang sudah
dimakannya hal tersebut menyebabkan ketidakrelaan terhadap

konsumen ketika membayar.

3. Jual beli perspektif Bai‘4l-Mu ‘atah dan Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 pada jual beli makanan tanpa keterangan harga, yaitu:

Jual beli makanan tanpa keterangan harga secara akad pada
wedangan ‘“belokan” mengandung unsur Garar (ketidakjelasan)
mengenai harga makanan yang telah diambil/dipesan, kemudian
terjadinya ikrah (paksaan) karena sudah makan, dan hal tersebut
mengakibatkan kerugian atas tidak mengetahui informasi harga, yang
menyebabkan tidak tercapainya unsur keridan atau kerelaan yang mana
kerelaan dalam suatu perniagaan atau jual beli merupakan syarat utama
dalam sebuah perniagaan atau jual beli, namun kegiatan tersebut sudah
menjadi kebiasaan di masyarakat umumnya sehingga jual belinya
termasuk kelompok ‘urf  fasid, karena pada kegiatan tersebut

berpotensi menyebabkan konsumen tidak rela yang mana sudah
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menyalahi syarat atau nash yang terdapat pada Q.S An-Nisa, yaitu

kerelaan atau suka sama suka.
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu:

a) Jual beli tanpa keterangan harga melanggar aturan Pasal 7 ayat
(b) UUPK No. 8 Tahun 1999, dimana usahanya harus beritikad
baik serta memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi barang dan/atau jasa dalam hal ini mengenai

informasi harga .

b) Begitu juga pada Pasal 4 (c), tentang hak konsumen dimana
konsumen juga berhak mengetahui informasi secara benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa dalam
hal ini informasi harga sedangkan pada praktiknya konsumen

tidak mendapatkan informasi mengenai harga makanan.

B. Saran

Sebagai saran dalam skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran atas
hasil penelitian di atas agar bermanfaat untuk kedepannya, Penulis
menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan, namun penulis

berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Adapun saran diberikan, yaitu:

1. Bagi pelaku usaha untuk dapat lebih transparasi dalam pelaksanaan
jual beli dengan memberikan informasi harga dalam bentuk tulisan
semacam label harga atau semacam list harga, agar konsumen

dapat tau berapa uang yang perlu dikeluarkan dan juga agar
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konsumen tidak merasa dirugikan saat pembayaran di akhir pada

pelaksanaan jual beli makanan.

Bagi konsumen di Wedangan untuk lebih cermat serta
memperhatikan informasi terkait dengan harga pada pelaksanaan
jual beli makanan dan hak-hak sebagai konsumen.agar nantinya

dalam praktiknya tidak muncul rasa kekecewaan dan kerugian.

. Pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan secara ketat
terhadap kegiatan jual beli makanan tanpa keterangan harga atau
label harga. Selain pengawasan, pemerintah atau lembaga yang
bersangkutan sebaiknya memberikan sosialisasi kepada para
pelaku usaha wedangan modern terhadap pentingnya
mencantumkan keterangan harga atau label harga dikarenakan hal
tersebut merupakan informasi yang sangat penting untuk

disampaikan dalam produk dan/atau jasa yang diperdagangkan.
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